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Abstrak 
Gereja termasuk dalam organisasi nirlaba yang tujuannya tidak mencari 
keuntungan. Sebagai organisasi nirlaba, gereja memiliki kewajiban untuk 
mengelola pendapatan sehingga operasional dapat berlangsung dengan baik. 
Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan perbedaan penerapan akuntabilitas JKI 
Hosana Semarang dan Gereja Santo Yusup Gedangan Semarang supaya bisa dibuat 
perbandingan seperti persamaan dan perbedaannya namun bukan untuk mencari 
mana yang lebih baik, melainkan untuk memberi edukasi tentang akuntabilitas 
tempat ibadah khususnya Katolik dan Kristen agar dapat menghindari 
kesalahpahaman antara kedua jemaat baik katolik dan Kristen maupun masyarakat 
umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan eksploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan 
kuesioner dengan para pihak yang melayani keuangan dan berhak memberikannya 
kepada orang luar. 
Berdasar temuan dan analisis, diperoleh hasil bahwa JKI Hosana dan Gereja 
Santo Yusup Gedangan Semarang bisa mempertanggungjawabkan keuangannya 
dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan JKI Hosana dalam membuat laporan 
keuangannya diawasi dalam rapat pengurus, lalu ditandatangani oleh gembala 
sidang dan disetujui oleh penatua, kemudian diumumkan dalam warta jemaat. 
Sedangkan untuk Gereja Santo Yusup Gedangan Semarang dalam membuat 
laporan keuangan diawasi oleh Keuskupan Agung Semarang (KAS). 
 







1.1 Latar Belakang Masalah 
Akuntabilitas/pertanggung jawaban adalah sebuah kewajiban bagi semua 
jenis organisasi/perkumpulan baik organisasi/perkumpulan swasta maupun 
organisasi/perkumpulan swasta non-pemerintah. Setiap organisasi/perkumpulan 
mempunyai tanggung jawab dengan pihak dalam maupun luar. Akuntabilitas 
memang hak umum atau kelompok dalam masyarakat yang muncul disebabkan 
adanya keterkaitan antara organisasi/perkumpulan dengan masyarakat/umum. 
Akuntabilitas/pertanggungjawaban adalah wujud pernyataan laporan 
perseorangan atau kelompok dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, untuk 
mewujudkan pencapaian target dan tujuan, dengan perantara media berupa laporan 
akuntabilitas kinerja secara berkala (Jasmin dan Luther 2010). Menurut Mursidi 
(2009), akuntabilitas adalah wujud pertanggungjawaban dalam mengelola sumber 
daya dan juga menjalankan kepercayaan kepada entitas pelapor didalam menggapai 
target yang sudah ditetapkan. 
Gereja termasuk dalam organisasi nirlaba yang tujuannya tidak mencari 
keuntungan. Sumber penerimaan gereja berasal dari uang persembahan jemaat 
seperti persembahan, persepuluhan dan sumbangan Sebagai 
perkumpulan/kelompok nirlaba, gereja pasti punya tanggungjawab untuk 
mengelola pemasukan keuangan sehingga dalam operasionalnya membawa 
dampak kebaikan. Menurut Agusmasnita (2014), pengelolaan 
pemasukan/keuangan gereja baru dibilang sukses jika gereja bisa mengelola 
keuangannya untuk  membayari semua kegiatan sehingga bisa dibuat laporan 
pemasukan dan pengeluaran yang tidak merugikan serta akan sangat baik apabila 
gereja tersebut bisa membuat laporan keuangan yang surplus. Kondisi keuangan 
surplus suatu gereja sangatlah diperlukan, karena berhubungan dalam pengumpulan 





Penelitian mengenai akuntabilitas gereja telah dilaksanakan sebelumnya 
dengan judul Konsep Akuntabilitas Keuangan dalam Organisasi Keagamaan (Studi 
Kasus pada Gereja Kerasulan Baru di Indonesia, Wilayah Jawa Timur dan Bali) 
oleh Komang (2015), penelitian tersebut dilandasi Sebagian besar gereja yang 
membuat pola pengelolaan keuangan yang bersifat terpusat namun hampir tak ada 
problem keuangan yang muncul dan kepercayaan jemaat terhadap keuangan gereja 
yang mereka sendiri tidak ikut serta. Sehubungan dengan hal ini, Komang di 
penelitiannya membahas tentang proses keuangan di Gereja Kerasulan Baru 
wilayah Jawa Timur dan Bali, dan bagaimana pola keuangan Gereja Kerasulan 
Baru wilayah Jawa Timur dan Bali sanggup memberi jaminan terbukanya 
pengelolaan keuangan yang dapat dipercaya. Penelitian tentang akuntabilitas dalam 
perspektif gereja Protestan Jannet (2011) menyimpulkan yakni 
akuntabilitasnya/pertanggung jawaban di pelaporan di gereja tersebut tidaklah 
sesuatu yang penting disebabkan timbulnya konflik kepentingan antara majelis dan 
umat ditambah prinsip kepercayaan dari pemerintah pada perkumpulan peribadatan 
sebagai hamba Tuhan. Penelitian oleh Randa (2010) mencoba lebih dimengerti 
bagaimana pemaknaan praktik akuntabilitasnya/pertanggung jawaban keuangan 
dalam organisasi gereja. 
Berdasarkan objek penelitian, maka penelitian tersebut tidak sama dengan 
hasil sebelumnya dalam dua hal yaitu yang pertama, penelusuran ini dilakukan di 
gereja katolik yang punya kemandirian gereja non-sentralistik sedangkan penelitian 
terdahulu dilakukan di gereja Katolik yang punya struktur organisasi sentralistik 
(Randa, 2010). Lalu yang kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan akuntabilitas antara gereja Kristen dan gereja Katolik dan mengetahui 
apa saja yang mendasari perbedaan tersebut.  
Penelitian ini memotivasi penulis untuk membandingkan dan mencari tahu 
apa saja perbedaan akuntabilitas antara gereja Kristen dengan gereja katolik. 
Sebagai contoh, sumbangan di gereja Katolik (disebut kolekte) pasti akan akan 
diumumkan kepada jemaatnya pada akhir perayaan misa (biasanya seminggu 





gereja Katolik, sumbangan yang ada di gereja Kristen (disebut persepuluhan) 
jumlahnya yang terkumpul tidak pernah diumumkan kepada jemaatnya, sehingga 
menimbulkan kesan kurang transparan dalam pertanggungjawaban keuangannya. 
Selain itu alasan lain melakukan penelitian ini untuk menghindari 
kesalahpahaman antara kedua umat gereja Katolik dan Kristen. Penulis memilih 
Gereja St. Yusup Gedangan sebagai sampel dari gereja Katolik serta Gereja JKI 
Hosana sebagai sampel dari gereja Kristen dengan alasan karena belum pernah 
dilakukan untuk penelitian dengan sudut pandang ini sebelumnya. Padahal menurut 
transparansi dalam konsep akuntabilitas, tanpa diminta stakeholder/jemaat pun 
seharusnya gereja sebaiknya mengumumkan jumlah dana yang telah dikumpulkan 
dan alokasi dana tersebut, supaya para jemaat percaya bahwa uang mereka tidak 
disalahgunakan. Atas hal tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian 
berjudulkan “PERBANDINGAN AKUNTABILITAS KEUANGAN GEREJA 
JKI HOSANA SEMARANG DAN GEREJA SANTO YUSUP GEDANGAN 
SEMARANG” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang yang penulis telah kemukakan sebelumnya, 
beberapa masalah yang kemudian muncul adalah:  
1. Bagaimana praktik transparansi pengelolaan keuangan pada Gereja JKI 
Hosana Semarang dan Gereja Santo Yusup Gedangan Semarang?  
2. Apa saja perbedaan akuntabilitas antara laporan keuangan dua gereja 
tersebut?  
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penulis melaksanakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui  
perbedaan penerapan akuntabilitas laporan keuangan di Gereja JKI Hosana 
Semarang dan Gereja Santo Yusup Gedangan Semarang supaya bisa dibuat 





ini supaya tidak lantas untuk mencari mana yang baik dan yang buruk, melainkan 
untuk memberi edukasi tentang akuntabilitas tempat ibadah khususnya Katolik dan 
Kristen agar dapat menghindari kesalahpahaman antara kedua jemaat baik Katolik 
dan Kristen maupun masyarakat umum. Selain itu, penulis juga berharap dapat 
memberikan kontribusi pada pengelolaan keuangan gereja supaya lebih tranparan 
dan akuntabel/bertanggung jawab di masa mendatang. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat dari penelitian ini 
sebagai berikut, yaitu: 
1) Bagi Gereja  
Gereja dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan dalam 
memberi peningkatan akuntabilitas keuangan gereja sehingga loyalitas 
umat dan partisipasi umat dapat meningkat lewat partisipasi tukar ide atau 
gagasan untuk memberi peningkatan keuangan gereja dan menciptakan 
program-program gereja yang mumpuni sehingga fungsi gereja sebagai 
penyambung tangan Tuhan menjadi ideal. 
2) Bagi Jemaat 
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan peningkatan loyalitas 
umat terhadap gereja dengan cara turut serta dalam memberi peningkatan 
keuangan gereja dan tata kelola keuangannya melalui lewat program-
program yang berkualitas. Para jemaat tidak dituntut untuk menentukan 
mana yang lebih baik antara gereja Kristen dan gereja Katolik. 
3) Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk referensi penelitian 






1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab, 
dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan yang 
saling berhubungan, yaitu sebagai berikut. 
Bab I Pendahuluan 
Bagian ini mengandung isi latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Bagian ini mengandung isi konsep dan atau teori yang relevan 
dengan permasalahan penelitian. Dalam bab ini juga disajikan penelitian 
terdahulu yang diacu dalam penelitian untuk skripsi. 
Bab III Metode Penelitian 
Bagian ini menerangkan hal mengenai lokasi riset, data, model, alat 
analisis, dan batasan operasional yang digunakan dalam riset. 
Bab IV Hasil dan Pembahasan 
Bagian ini mengandung isi hasil penelitian dan pembahasan yang 
bersifat terpadu. 
Bab V Penutup 
Bagian ini mengandung isi kesimpulan dan saran (implikasi 






2.1 Organisasi Sektor Publik 
2.1.1 Pengertian Organisasi 
Organisasi merupakan tempat orang-orang yang berkumpul dan 
bekerja sama dengan secara terstruktur untuk mencapai target-target 
tertentu yang sudah ditetapkan bersama (Mahsun, dkk. 2013: 1). Tipe 
organisasi mempunyai lingkungan berbeda-beda antara satu dengan 
yang lain sehingga karakteristik informasi akuntansi juga akan berbeda. 
Organisasi yang bermaksud mencari keuntungan semaksimalnya dan 
organisasi yang bermaksud untuk melayani masyarakat akan 
membuahkan informasi akuntansi dengan karakteristik/sifat yang 
berbeda-beda (Mahsun, dkk. 2013: 3). 
2.1.2 Tipe Organisasi 
Menurut Mahsun (2006: 5-6), terdapat empat jenis tipe organisasi, 
yaitu (1) pure-profit organization, (2) quasi-profit organization, (3) 
quasi-nonprofit organization, (4) pure-nonprofit organization. Berikut 
ini, penulis uraikan karakteristik dari keempat tipe organisasi di atas: 
a) Pure-Profit Organization 
Maksud utama organisasi ini adalah menawarkan atau 
memberikan jasa dan/atau barang dengan tujuan utama untuk 
mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin sehingga para 
pemilik bisa menikmatinya. Pendanaan dari organisasi ini 
bersumber dari investor dan kreditor. 
b) Quasi-Profit Organization 
Maksud utama organisasi ini adalah menawarkan atau 





mendapatkan keuntungan dan mencapai target atau capaian lainnya 
sesuai yang dikehendaki para pemilik. Pendanaan dari organisasi 
ini bersumber dari investor pemerintah, investor swasta, kreditor 
dan para anggota. 
c) Quasi-Nonprofit Organization 
Maksud utama organisasi ini adalah menawarkan atau 
memberi barang dan/atau jasa dengan maksud untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan 
(surplus). Pendanaan dari organisasi ini bersumber dari investor 
pemerintah, investor swasta dan kreditor. 
d) Pure-Nonprofit Organization 
Maksud utama organisasi ini adalah menawarkan atau 
memberikan barang dan/atau jasa dengan maksud untuk 
memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Pendanaan dari organisasi ini bersumber dari retribusi, pajak, 
obligasi, hutang, penjualan aset negara, laba BUMN / BUMD, dan 
sebagainya. 
2.1.3 Pengertian Organisasi Sektor Publik 
Bastian (2010: 11) mendefinisikan organisasi sektor publik di 
Indonesia sebagai organisasi yang memakai dana dari masyarakat. Jenis 
organisasi sektor publik yang dikenal di Indonesia, antara lain: 
a. Organisasi Pemerintah Pusat/(OPP); 
b. Organisasi Pemerintah Daerah/(OPD); 
c. Organisasi Partai Politik; 
d. Organisasi LSM; 
e. Organisasi Yayasan; 
f. Organisasi Pendidikan contohnya sekolah; 
g. Organisasi Kesehatan contohnya puskesmas, rumah sakit; 







2.1.4 Area Organisasi Sektor Publik 
Menurut Mahsun, dkk. (2013: 13), jika dihubungkan dengan 
organisasi penawar barang atau jasa, maka setiap tipe organisasi akan 
membuahkan jenis atau barang tertentu sesuai dengan sifat organisasi 
tersebut. Pure nonprofit organisation membuahkan pure public goods, 
misalnya pemerintah dan rumah ibadah. Quasi nonprofit organisation 
membuahkan quasi nonprofit organisation, misalnya adalah sekolah, 
perguruan tinggi dan rumah sakit. Quasi profit organisation 
membuahkan quasi private goods, misalnya PT Telkom, PLN, PDAM, 
Kantor Pos, PT KAI dan sejumlah BUMN dan BUMD lainnya. 
Sementara itu, pure profit organisation membuahkan pure private 
goods, misalnya adalah restoran, hotel, supermarket, salon kecantikan 
dan sebagainya. 
 
2.2 Organisasi Keagamaan 
2.2.1 Pengertian Organisasi Keagamaan 
Halim (2012: 453) berpendapat bahwa entitas kerap dimaknai 
sebagai keorganisasian. Akuntansi dan entitas mempunyai hubungan 
yang sangat penting, hal ini karena asumsi entitas akuntansi terdapat di 
dalam salah satu asumsi dasar akuntansi. Asumsi entitas akuntansi ini 
menerangkan bahwa seluruh transaksi keuangan yang telah melewati 
proses akuntansi berkaitan dengan entitas yang telah dilaporkan 
(Halim, 2008). Semua tempat ibadah pastilah mempunyai kegiatan 
transaksi keuangan, maka sebab itu tempat ibadah harus 
dianggap/dimaknai sebagai suatu organisasi atau entitas. 
Bastian (2007) dalam Halim (2012: 453) berpendapat bahwa 
organisasi sebagai tempat ibadah adalah salah satu contoh organisasi 
keagamaan. Secara harafiah, organisasi keagamaan dapat dimaknai 
sebagai organisasi yang pergerakannya difokuskan dengan agama 
tertentu, tentang peribadatan atau menjalankan segala yang diwajibkan 





Halim (2012: 454) berpendapat bahwa organisasi ibadah termasuk 
dalam kriteria organisasi non-profit karena organisasi ibadah tujuan 
utamanya tidak untuk mencari keuntungan melainkan mempunyai 
tujuan untuk memenuhi kebutuhan ibadah umat 
2.2.2 Tujuan Organisasi Keagamaan 
Semua organisasi pastilah mempunyai tujuan yang jelas dan harus 
diraih. Bastian (2007) dalam Halim (2012: 454) berpendapat bahwa 
organisasi ibadah mempunyai tujuan utama yaitu untuk melayanidan 
menyelenggarakan semua aktivitas yang dibutuhkan maupun yang 
telah menjadi budaya ibadah rutin dalam organisasi yang terkait. 
Walaupun maksud utama dari sebuah organisasi 
peribadatan/keagamaan adalah untuk melayani umat, namun tidak 
berarti bahwa organisasi keagamaan/peribadatan tidak mempunyai 
tujuan keuangan. Tujuan keuangan dimaksudkan untuk menunjang agar 
tercapai tujuan pelayanan peribadatan yaitu memenuhi standar sesuai 
peraturan dalam ajaran agama tersebut, juga untuk menopang tujuan 
lainnya seperti pendidikan dan tujuan sosial kemasyarakatan (Halim, 
2012: 455). 
Halim (2012: 455) berpendapat bahwa sebagian besar pengelola dan 
pengurus organisasi keagamaan tidak menyadari arti dari pentingnya 
tata kelola yang bagus (good governance). Menurut Halim (2012: 455) 
salah satu cara untuk mengupayakan tata kelola yang bagus yaitu 
dengan mengupayakan akuntabilitas yang mumpuni dengan 
melaksanakan praktik akuntansi yang berlaku. Pada organisasi 
keagamaan, akuntansi merupakan satu kesatuan aktivitas dalam semua 




Sukoco (2006: 22) berpendapat bahwa gereja merupakan suatu kehidupan 





dimana Roh Kudus bekerja di dalamnya sebagai tugas penyelamatan Allah. 
Adapun dua sisi yang digunakan untuk memahami mengenai gereja, yaitu 
(Sukoco, 2006: 22): 
➢ Sisi Ilahi 
Dalam sisi Ilahi, gereja dipercaya sebagai “buah pekerjaan 
penyelamatan Allah”. Allah menguduskan gereja dan mengasihi-Nya 
untuk menjadi sesuatu kepunyaan-Nya. Allah memperdulikan gereja, 
menerima, dan memelihara gereja sebagai segala sesuatu yang 
dipersembahkan oleh orang-orang percaya kepada-Nya lewat 
kehidupan gerejawi. 
➢ Sisi Manusiawi 
Menurut sisi manusiawi, gereja adalah suatu kehidupan 
religius Bersama yang dikaruniakan dari Allah agar dijalani oleh 
manusia supaya mendapat keselamatan dari Allah. 
 
2.4 Akuntabilitas 
2.4.1 Pengertian Akuntabilitas 
Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000) mendefinisikan 
akuntabilitas/pertanggungjawaban sebagai sebuah hasil dari 
keharusan/kewajiban untuk mengurus tanggung jawab tentang 
kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi untuk meraih 
target atau tujuan yang telah ditentukan lewat suatu media akuntabilitas 
yang dilakukan secara berkala. 
 J.B. Ghartey dalam LAN dan BPKP (2000) berpendapat bahwa 
akuntabilitas ditujukan untuk memperoleh jawaban tentang persoalan 
yang berkaitan dengan pelayanan siapa, apa, milik siapa, kepada siapa, 
yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban 
tersebut antara lain: 
1) Siapakah yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian 





2) Apakah yang harus dipertanggungjawabkan? 
3) Mengapa akuntabilitas/pertanggungjawaban harus 
diserahkan? 
4) Kepada siapakah pertanggungjawaban/akuntabilitas tersebut 
diserahkan? 
5) Apakah akuntabilitas/pertanggungjawaban telah berjalan 
sesuai dengan kewenangan yang ada? 
Jones dan Steward dalam Boston dan Gill (2011) berpendapat bahwa 
akuntabilitas adalah kewajiban untuk menerangkan atau memaparkan 
semua kegiatan yang dilaksanakan kepada pihak yang berkompeten. 
2.4.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas 
Sirajudin H. Salleh dan Aslam Iqbal dalam LAN dan BPKP (2000) 
berpendapat bahwa akuntabilitas adalah sisi-sisi watak dan sikap 
kehidupan manusia yang meliputi: 
1. Akuntabilitas Intern Seseorang 
Dari segi intern seseorang, akuntabilitas adalah tanggung 
jawab orang itu kepada Tuhan-Nya. Akuntabilitas ini 
merupakan tanggung jawab sendiri berkenaan dengan semua 
sesuatu yang dipahami dan dijalankan oleh diri sendiri. 
2. Akuntabilitas Ekstern Seseorang 
 Dari segi ekstern, tanggung jawab orang tersebut kepada 
lingkungan sekelilingnya baik lingkungan masyarakat maupun 
lingkungan formal. 
Menurut LAN dan BPKP (2000) akuntabilitas dibagi menjadi 
beberapa bagian yang meliputi: 
a. Akuntabilitas Keuangan 
Akuntabilitas keuangan adalah tanggung jawab berkenaan 
dengan integritas ketaatan, pengungkapan dan keuangan 
berdasarkan peraturan perundangan. Capaian dari 
pertanggungjawaban ini adalah peraturan perundangan yang 





pengeluaran dan penyimpanan dana oleh lembaga pemerintah. 
b. Akuntabilitas Manfaat 
Akuntabilitas manfaat (efektifitas) memiliki arti yaitu fokus 
kepada apa yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, semua aparat pemerintah 
dirasa memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan (dengan memperhatikan manfaat dan biaya yang 
telah dikeluarkan) dan tidak hanya sekedar ketaatan pada 
prosedur atau birokrasi. 
c. Akuntabilitas Prosedural 
Akuntabilitas prosedural adalah suatu bentuk tanggung 
jawab yang berhubungan tentang suatu tata laksana penetapan 
dan pelaksanaan suatu kebijakan apakah sudah memperhatikan 
permasalahan etika, moralitas, ketaatan dan kepastian hukum 
pada keputusan politis agar dapat meraih suatu capaian pada 
tujuan akhir yang sebelumnya telah ditetapkan. 
Baston and Gill (2011) berpendapat bahwa praktik 
akuntabilitas mempunyai orientasi yang bermacam-macam, 
yakni orientasi yang berfokus pada proses dengan sebagian 
besarnya bertumpu pada kepatuhan, orientasi yang berfokus 
pada perilaku dengan kejujuran dan integritas, serta orientasi 
daripada output dan outcome sebagai hasil daripada kualitas 
kerja. 
2.4.3 Akuntabilitas di Organisasi Keagamaan 
Model akuntabilitas pada suatu organisasi keagamaan memang 
belum rumit. Pada organisasi peribadatan, pengelola (pengawas dan 
pengurus) organisasi memiliki tanggung jawab kepada pemeluk agama 
tersebut yang diutarakan dalam suatu pertemuan seluruh umat atau 
pengikut agama untuk diskusi dengan warga yang memakai organisasi 
peribadatan (Halim, 2012: 459) . 





jawab di organisasi keagamaan dapat dibagi menjadi 2, antara lain 
adalah bentuk tanggung jawab horizontal. Bentuk tanggung jawab 
horizontal memiliki arti bentuk tanggung jawab kepada seluruh 
masyarakat luas, terutama  pemakai atau yang membutuhkan layanan 
organisasi keagamaan yang terkait. 
2.4.4 Dimensi Akuntabilitas Pada Organisasi Gereja 
Hasil dari penelitian milik Randa (2011) menyatakan bahwa praktik 
pertanggungjawaban di organisasi peribadatan terdiri dari tiga dimensi, 
yaitu: 
2.4.4.1 Dimensi Spiritual 
Pada dimensi akuntabilitas spiritual, praktik akuntabilitas 
spiritual dilaksanakan seluruhnya oleh umat-umat  sebagai  
penopang Gereja. Umat-umat diharuskan melakukan aktifitas 
religius disertai dengan ketulusan menjadi pelayan Tuhan. 
Akuntabilitas/pertanggungjawaban spiritual menjadikan 
masing-masing individu sebagai anggota organisasi dengan 
cara dibaptis, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru 
Selamat bagi dirinya. 
2.4.4.2 Dimensi Kepemimpinan 
Pada organisasi  Gereja  ditemui  gaya  kepemimpinan yang 
berusaha mementingkan elemen melayani yang berubah 
wujud dari gaya kepemimpinan Yesus Kristus menjadi 
pemeran utama dalam Gereja. 
2.4.4.3 Dimensi Keuangan 
Praktik pertanggungjawaban keuangan pada organisasi 
gereja di masing-masing tingkatan organisasi, ditemukan 
dalam bentuk hirarki dan terpusat pada masing-masing 
pimpinan hirarki. Kenyataan itu menguatkan penelitian 
terdahulu bahwa organisasi peribadatan memiliki sifat 
ekspresif dan  lebih memilih menolak praktik akuntabilitas 





diyakini dan peran pimpinan yang mendominasi. 
 
2.5 Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang berjudul Konsep Akuntabilitas Keuangan dalam Organisasi 
Keagamaan (Studi Kasus pada Gereja Kerasulan Baru di Indonesia, wilayah 
Jawa Timur dan Bali) oleh Komang (2015), penelitian ini didasari sebagian 
besar gereja yang merancang sistem tata kelola keuangan yang bersifat terpusat 
tetapi hampir tidak ada masalah keuangan yang muncul, dan keyakinan jemaat 
terhadap keuangan gereja yang mereka semua tidak turut serta. Berhubungan 
dengan masalah itu, komang dalam penelitiannya menganalisa mengenai 
transaksi keuangan di Gereja Kerasulan Baru wilayah Jawa Timur dan Bali, 
dan bagaimana sistem keuangan Gereja Kerasulan Baru wilayah Jawa Timur 
dan Bali dalam mengelola keuangan yang akuntabel dapat terjamin untuk 
dilaksanakan. 
Penelitian oleh Jannet (2011) mengenai akuntabilitas dalam perspektif 
gereja protestan,  yang mana dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa 
akuntabilitas dalam pelaporan keuangan gereja bukan suatu masalah yang 
penting disebabkan adanya pertentangan kepentingan antara umat dan majelis 
dan juga adanya prinsip kepercayaan dari pemerintah kepada lembaga 
keagamaan sebagai penyambung tangan Tuhan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Randa (2010) dalam Studi etnografi pada 
Sebuah Gereja Katolik di Tana Toraja menemukan dalam konteks organisasi 
paroki, praktik pertanggung jawaban pengelolaan harta benda gerejawi 
dilakukan oleh Gereja paroki dengan tidak sepenuh hati. Praktik ini ada karena 
adanya aturan kanon yang menjadikan pemimpin Gereja sebagai pusat yang 
membuat style pastor-pastor yang mengarah menjadi sentralistik dan 
mendominasi dalam tata kelola harta benda Gerejawi di tingkat keparokian.. 
Penelitian oleh Sukmawati (2016) tentang akuntabilitas gereja menurut 
perspektif alkitabiah dan stewardship theory menyimpulkan bahwa 
akuntabilitas vertikal atau pertanggungjawaban kepada Tuhan dilakukan 





sedangkan akuntabilitas horisontal merupakan usaha atau wujud 
menyampaikan bendahara kepada jemaat/umat tentang tata kelola keuangan 
yang sudah dilaksanakan. 
Lightbody (2001) meneliti memakai metode kualitatif dengan studi 
etnografi mendapatkan bahwa walaupun melibatkan akuntan dalam menyusun 
anggaran dan menyajikan informasi keuangan organisasi Gereja di Australia, 
namun tidak dapat melakukan tugas dengan baik disebabkan pimpinan Gereja 
yang mendominasi. Hal itu sesuai dengan penelitian Laughlin (1988 & 1990) 







Pada bab ini, penulis akan menjabarkan konklusi daripada analisis data 
perbandingan akuntabilitas keuangan antara dua gereja beserta saran untuk 
penelitian di masa mendatang. 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis, didapatkan beberapa kesimpulan dari penelitian 
perbandingan akuntabilitas dua gereja ini, antara lain: 
1) Dana keuangan gereja sama-sama dipertanggungjawabkan kepada umat 
karena sebagian besar pemasukan gereja berasal dari umat hanya saja 
caranya yang berbeda di mana gereja katolik mengumumkan di Berita 
Paroki, sedangkan gereja kristen mencantumkan di Warta Jemaat. 
Selain di Berita Paroki untuk gereja katolik juga menyerahkan laporan 
keuangannya setiap bulan kepada KAS. 
2) Dalam hal akuntabilitas/transparansi keuangan, kedua gereja sama-
sama akuntabel/transparan di mana gereja kristen laporan keuangannya 
diketahui dan ditandatangani oleh gembala gereja dan diawasi oleh 
badan audit yang berisi penatua gereja. Sedangkan gereja katolik 
diawasi oleh KAS lewat laporan-laporan keuangan yang dikirim setiap 
bulan 
3) Untuk Gereja JKI Hosana lebih sederhana selain karena organisasinya 
memang kecil, juga tidak ada hirarki yang lebih tinggi untuk mengatur 
mereka. Jadi laporan mereka hanya diawasi oleh gembala gereja dan 
penatua gereja. Sedangkan untuk Gereja Santo Yusup Gedangan lebih 
rumit dan memiliki lebih banyak komponen di dalamnya karena 







Dalam membandingkan akuntabilitas keuangan dua gereja diatas, penulis 
sadar masih masih banyak kelemahan karena keterbatasan waktu maupun 
pengetahuan/wawasan penulis dalam menguasai akuntabilitas keuangan. 
Berangkat dari hal itu, maka penulis memberikan saran dan masukan untuk 
penelitian selanjutnya, yaitu: 
1) Lebih baik lagi jika ditambahkan variabel lain seperti pengendalian 
internal dan penganggaran sehingga bisa mengetahui lebih dalam 
tentang keuangan di organisasi nirlaba khususnya gereja. 
2) Lebih baik lagi jika bisa melakukan penelitian serupa di tempat ibadah 
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